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BAB I PENDAHULUAN  

  

1.1 Latar Belakang  

      Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development 

Goals (SDGs) ialah mempertahankan peningkatan kesejahteraan ekonominya 

masyarakat dengan berkelanjutan, melindungi kelangsungan kehidupan sosialnya 

masyarakat, mempertahankan mutu lingkungannya maupun pembangunan yang 

inklusif, serta terselenggaranya tatanan kelola yang dapat mempertahankan 

peningkatan mutu hidup generasi ke generasinya.  

      Dilihat dari relevansi terhadap penggunaan pada organisasi sektor publik 

terutama bidang keuangan, pencapaian pilar ekonominya dari program SDGs 

dapat diprediksi. Pilarnya ekonomi program SDGs dianggap selaku media 

pengukuran terhadap berbagai indikatornya seperti pertumbuhan ekonomi, 

pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, hidup sehat serta 

sejahtera. Maka, penelitiannya ini menerapkan pencapaian pilar ekonomi SDGs 

selaku tujuannya terhadap implementasi konsep terhadap pembuatan anggaran 

berbasis kinerjanya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 

maka mampu menaikkan stabilitas maupun keberlanjutannya kehidupan 

masyarakatnya. Penelitiannya ini berharap bisa memberi ide inovatif dalam 

menyusun anggaran  kinerjanya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  

Sumatera Selatan yang dinilai dapat mendorong pencapaian pilar ekonomi SDGs. 

1  
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 Perubahan yang sangat mendasar dalam keadaan sosial, ekonomi maupun politik 

membutuhkan sistem perencanaan yang komprehensif yang merujuk pada 

transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, serta partisipasinya 

masyarakat. Perubahannya ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan 

serta alokasi sumber keuangan yang kian langka menjadi lebih efisien, efektif 

maupun berkesinambungan.   

      Penganggaran diperlukan guna mendistribusikan sumber pendanaan secara 

lebih efektif serta efisien, serta merupakan tahapan ataupun teknik pembuatan 

anggaran. Penganggaran adalah tahapan penetapan keseluruhan alokasi dana 

teruntuk setiap program serta kegiatan di satuan moneternya.  

      Dengan dukungan aktif perumusan anggaran serta pelaksana tingkat maupun 

bawah, anggaran dapat berhasil direalisasikan, kondisi berikut terkait korelasi 

diantara manusia pada pelaksanaan aktivitasnya. Anggaran ialah media 

manajemen yang bertindak selaku perencanaan serta kontrol, dan penganggaran 

adalah tahap pembuatan anggaran, yakni semenjak tahapan persiapan yang 

dibutuhkan sebelum memulai perencanaan, mengumpulkan beragam data serta 

informasi yang dibutuhkan, membagi tugas perencanaan, mengembangkan 

perencanaan, menyusun rencana, penerapannya, hingga pemeriksaan maupun 

penilaian hasil pelaksanaannya.  

      Menurut Mardiasmo (2009), ``Anggaran ialah perkiraan pernyataan pekerjaan 

yang dinyatakan dalam bentuk keuangan selama periode waktu tertentu, dan 

penganggaran ialah tahapan ataupun cara penyusunan anggaran serta peralatan 

perencanaan maupun pengendalian, serta berguna selaku alat akuntabilitasnya 

publik berdasarkan  pengelolaan dana publik maupun penyelenggaraan program 

yang didanai publik. Implementasi anggaran perlu bisa dipertanggungjawabkan 

berdasarkan penggunaan dana publiknya. Jadi bisa didapatkan cerminan 
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kinerjanya lembaga yang berkaitan terhadap implementasi dananya publik, serta 

dapat dipertanggungjawabkan lewat laporan media yang dilakukan selama satu 

tahun anggarannya” (hal.61)  

      Implementasi anggaran kinerja dimuat pada Permendagri No.13 Tahun 2006 

serta diganti dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan daerah. Di peraturan berikut, dikatakan terkait pembuatan  

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). 

Melalui RKA-SKPD berikut artinya sudah tercukupinya keperluan terkait 

anggaran kinerja serta akuntabilitasnya. Dimana penganggaran berbasis kinerja 

membutuhkan hasil yang maksimal ataupun pengeluarannya yang dialokasikan,  

maka tiap pengeluarannya perlu bertumpu ataupun sifatnya ekonomis, efisien,  

serta efektif.  

      Siklus anggaran pertama di sektor publik ialah tahapan mempersiapkan 

anggaran. Di tahapan penganggaran, perkiraan pengeluaran dibuat berdasarkan 

perkiraan pendapatan yang ada. Kedua, yakni tahapan ratifikasi, ditahapan berikut 

integritas serta kesiapan mentalnya yang besar melalui eksekutif sangat pentinglah 

ditahap berikut, Dikarenakan di tahapan berikut pimpinan eksekutifnya wajib 

mampu menjawabkan semua pertanyaan yang masuk akal serta bantahannya pihak 

legislatif. Ketiga, yakni tahapan penerapan anggaran. Ditahap beriku, hal 

terpenting yang perlu dipahami manajer keuangan ialah memiliki sistem 

(informasi) akuntansi maupun pengendalian manajemennya.  

Terakhir, yakni tahapan pelaporan maupun penilaian. Tahapan pelaporan serta 

penilaian berhubungan terhadap aspek akuntabilitasnya. Apabila ditahap 

implementasinya didukung sistem akuntansi serta pengendalian manajemennya 

yang baik, jadi diharapkan tahapan budget reporting & evaluation tak 

mendapatkan banyak permasalahan.  
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      Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014, akuntabilitas kinerja  mengacu pada 

program serta aktivitas yang ditugaskan pemangku kepentingan untuk 

mewujudkan misi organisasinya secara terukur dengan tujuan/sasaran tertentu 

lewat laporan kinerja instansinya secara berkala, serta merupakan perwujudan 

kewajiban instansi guna mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya suatu 

kegiatan.  

      Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003, implementasi pembuatan 

sistem akuntabilitas kinerjanya instansi dilaksanakan melalui pembuatan rencana 

strategis serta kinerja, pengukuran kinerjanya, serta pelaporannya. Disistem AKIP 

berikut mengacu pada pengukuran kinerjanya yang mencakup anggaran berbasis 

kinerja guna mengidentifikasi capaian kinerja program terhadap visi serta misinya 

instansi pemerintah. Keluaran utamanya SAKIP ialah Laporan Akuntabilitas 

Kinerja. Laporannya tersebut sangatlah penting dipergunakan selaku umpan balik 

kepada penyelenggaranya. Laporan Akuntabilitas Kinerja mencakup informasi 

yang signifikan dengan pemakai laporannya yakni pejabat ataupun pimpinan 

eksekutif, unsur pengawasan beserta perencanaan.  

      Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ialah  unit kerja di 

lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta selaku  staf yang 

bertugas melayani administrasi terhadap implementasi tugasnya pemerintahan 

daerah serta mempersiapkan materi koordinasi penyusunan kebijakan dalam 

rangka pelaksanaan tugas maupun fungsinya perangkat daerah dibidang hukum, 

peraturan perundang-undangan serta HAM.   

      Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang tepat, Biro  

Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat di 

Biro Hukum dengan target dan realisasi yang diharapkan.  

      Adapun targetnya serta realisasinya anggaran belanja yang didapatkan Biro  
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Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan:  

Tabel 1  

Anggaran dan Realisasi Belanja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2020 dan 2021  

Tahun  Anggaran  Realisasi  Realisasi  

Target (%)  Capaian (%)  

2020  1.652.262.500  1.171.054.241  100  70,88  

2021  2.191.726.000  1.980.594.115  100  90,37  

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2022  

      Sesuai datanya tersebut, bisa ditarik simpulan yakni meskipun realisasi 

anggaran tahun 2021 meningkat sebesar 19,49% dibandingkan tahun 2020, namun 

realisasi alokasi anggaran tahun 2020 serta 2021 masih jauh dari targetnya. Hal 

berikut menjelaskan bahwa pembuatan anggaran belanja daerah belum selaras 

terhadap aturan yang ada serta menunjukkan beberapa program ataupun 

kegiatannya belum terwujud.  Kondisi berikut terlihat dari pelaporan program dan 

aktivitas yang dilakukan ditahun 2020 serta 2021.  
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Tabel 2  

Target dan Realisasi Program-Program Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dan 2021  

No.  Indikator Kinerja Program/Kegiatan  2020  2021  

Target  

Capaian  

Program  

(%)  

Realisasi 

Kinerja  

Program  

(%)  

Target  

Capaian  

Program  

(%)  

Realisasi  

Kinerja  

Program  

(%)  

1  Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang 

baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah  

100  58,18  100  98,29  

2  Penyusunan Himpunan Peraturan dan Penyebaran Informasi Hukum dan Dokumentasi Hukum  100  95,50  100  99,84  

3  Penyelesaian Perkara yang Menyangkut Kepentingan Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera  

Selatan  

100  98,85  100  98,53  

4  Penyuluhan Hukum  100  93,47  100  92,31  

5  Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Daerah Melalui Media Cetak  100  -  100  99,98  

6  Penelitian dan Penelaahan Draf Keputusan Gubernur Sumsel  100  90,16  100  99,20  

7  Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Miskin  -  -  -  -  

8  Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM dan Koordinasi Pelaksanaan HAM  100  65,34  100  65,24  

9  Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum di Provinsi Sumatera Selatan  100  87,12  100  99,93  

10  Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum tentang Perdata, Pidana dan TUN (Tata Usaha  

Negara)  

100  43,69  100  41,30  

11  Rapat Koordinasi dengan Kabag Hukum dan Sekretaris DPRD Kab/Kota  100  89,69  100  88,28  

12  Peraturan Daerah  100  73,58  100  89,53  

13  Peraturan Gubernur  100  57,48  100  95,46  



 

 

 Total  92,31  70,88  92,31  90,37  

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2022 
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      Berdasar datanya tersebut, bisa diketahui bahwasannya penerapan program 

ditahun 2021 mengalami peningkatan senilai 19,49%. Namun, terdapat 5 program 

yang menurun ditahun 2021 yakni Penyelesaian Perkara yang Menyangkut 

Kepentingan Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turun sebesar 0,32%, 

Penyuluhan Hukum turun sebesar 1,16%, Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian 

Program RANHAM dan Koordinasi Pelaksanaan HAM turun sebesar 0,1%, 

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum tentang  

Perdata, Pidana serta TUN (Tata Usaha Negara) turun sebesar 2,39% dan Rapat  

Koordinasi dengan Kabag Hukum dan Sekretaris DPRD Kab/Kota turun sebesar  

1,41%. Kendati demikian, menurut Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan telah berusaha secara maksimal serta sukses menyelenggarakan 

program maupun aktivitas sejalan rencananya yang sudah ditentukan. Maka, 

akuntabilitasnya kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan sudah dapat dipertanggungjawabkan.  

      Beberapa penelitian terdahulunya menunjukkan anggaran berbasis kinerja 

berdampak pada akuntabilitas kinerjanya lembaga pemerintah (Junery & 

Norhanisah, 2018; Wardani & Silvia, 2021; Anggraeni & Saleh, 2020;  

Suharnoko, 2019; Priatna & Nuraisyah, 2018; Hermanto, 2020; Fauziah, 2021; 

Safitri, 2022; Wahjono, 2013). Tetapi sebagian lain menyatakan tak ada dampak 

anggaran berbasis kinerja pada akuntabilitas kinerjanya lembaga pemerintah 

(Ferniyanti, Suratno, & Supriyadi, 2019). Sehubungan dengan perdebatan ilmiah 

ini, peneliti berusaha berkontribusi dalam perdebatan ini dengan cara meneliti 

relasi dua variabel ini di Kota Palembang.  
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1.2 Rumusan Masalah  

      Sesuai latar belakangnya yang sudah disampaikan, sehingga rumusan 

masalahnya ialah bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah  

Provinsi Sumatera Selatan?  

  

1.3 Tujuan Penelitian  

      Berdasar rumusan masalahnya yang sudah disampaikan, sehingga tujuannya 

ialah mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas 

instansi pemerintah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera  

Selatan.  

  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

      Hasilnya penelitiannya berikut berharap bisa sebagai pedoman 

tambahan, beserta sebagai referensi ataupun kajian terhadap penelitian 

berikutnya.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

      Menginformasikan beserta memberi masukkan terhadap pegawai Biro 

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait pengaruh 

anggaran berbasis kinerja pada akuntabilitas kinerjanya instansi pemerintah 

dan sebagai pertimbangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan guna mengoptimalkan akuntabilitas kinerjanya. 
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